
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Irrdorreesta TClllun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran NegaraNomor5063);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Nomor5063);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4400);

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD), maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan
Layanan Umum Daerah UPT Limbah B3
Kabupaten Barito Kuala;
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15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No56 Tahun 2015 tentang cara dan persyaratan teknis
Pengelolaan Limbah B3 dari fasilitas pelayanan
Lingkungan Hidup;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Tentang Badan Layanan Umum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);

11. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemenrintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Keuangan
Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor74 Tahun 2012;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negare./Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Negara 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Barito Kuala.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Barito Kuala.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

BLUDadalah system yang diterapkan oleh unit pelaksanaan
teknis dinas / badan daerah dalam. memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelo1aan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan
keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari
keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam.Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

Pasal 1

BAB I
KETENTUANUMUM

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARANBADANLAYANANUMUMDAERAHUPT
LIMBAHB3 KABUPATENBARITOKUALA.

MEMUTUSKAN:

20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 103 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun
anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2020 Nomor 103).

19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020
tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2020 Nomor99);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Kuala Tahun 2010 Nomor 11);

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah B3;



8. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang
baik dalam rangka pemberian layanan yang berrnutu,
berkesinambungan dan berdaya saing.

9. Reneana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah
dokumen pereneanaan BLUDuntuk periode 5 (lima) tahunan.

10.0rganisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah unsur perangkat daerah pemerintah daerah
Kabupaten Barito Kuala selaku pengguna anggaran/pengguna
barang.

11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selnjutnya disingkat
APBDadalah rene ana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah
dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

12.Reneana Bisnis dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA SKPD adalah dokumen pereneanaan dan
penganggaran yang berisi rene ana pendapatan, reneana
belanja program dan kegiatan SKPD serta rene ana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan APBD.

13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran.

14.Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.

15.Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Daerah adalah unit
pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu
selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

16.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat
(PPK- BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang
memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan
praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
sebagai pengeeualian dari ketentuan pengelolaan keuangan
pada umumnya.

17.kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran,
dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja,
pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, investasi,
pengelolaan barang, akuntansi dan pelaporan serta
pertanggung jawaban, akuntabilitas kinerja, surplus dan
defisit.

18.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
yang disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan
yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan, kepuasan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangs a, sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan negara pada umumnya.



(1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUDmerupakan selisih lebih
antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUDselarna 1
(satu) tahun anggaran.

(2)Sisa lebih perhitungan anggaran BLUDsebagaimana dimaksud
pada ayat
(1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1
(satu) periodeanggaran.

(3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUDsebagaimana dimaksud
pada ayat
(1) dapat digunakan dalarn tahun anggaran berikutnya, kecuali
atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau
seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan POSlSl
likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

(4)Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam
tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan
likuiditas.

(5)Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalarn
tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan
kegiatan harus melalui mekanisme APBD.

(6)Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam
tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan
mendahului perubahan APBD.

Pasal 3

Sisalebihperhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
(SILPA)bersumber dari :
a. Pelampauan Penerimaan PAD;
b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan transfer;
c. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
d. pelampauan penerimaan pembiayaan;
e. penghematan belanja;
f. kewajibankepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun
belumterselesaikan; dan/ atau

g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kirierja dan
sisa danapengeluaran pembiayaan.

Pasal 2

BABII
SISALEBIHPERHITUNGAN

ANGGARAN

19.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan
tagihan BLUD yangmenambah ekuitas dana lancar dalam
periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar
kembali.

20. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh BLUD.



SEKRETARISDAERAH
KABUPATENBARITOKUALA,

(~~V't
R. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITADAERAHKABUPATENBARITOKUALATAHUN2021 NOMOR89

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
'- pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada sejak diundangkan.

Pasal 5

BABIV
KETENTUANPENUTUP

(1) Nilai silpa yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati melalui
OPD yangmenyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan.

(2) Silpa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja
BLUD,meliputi :
a. Belanja Pegawai
b.Belanja Barang dan Jasa; dan
c. Belanja Modal

(3) Nilai silpa BLUD adalah dimasukkan dalam perhitungan
anggaran padaRencana Bisnis Anggaran Tahun berikutnya.

(4) Laporan nilai silpa sebagaimana ayat (1) tercantum pada
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

BABIII
PROSEDURPENGGUNAANSISALEBIHPERHITUNGAN

ANGGARANBADANLAYANANUMUMDAERAH

(7) Kriteri kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) mencakup:
a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia danjatau belum cukup
anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan masyarakat.


